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 Abstract. This study analyzes land-use change, spatial conformity, land 

capability, settlement carrying capacity, and land-use direction in the 

Garongkong Port Area, Barru Regency. Primary and secondary data were 

collected through field observation, institutional surveys, and literature 

review. Geographic information system-based overlay compared land-use 

maps for 2013 and 2023, existing land use with the regional spatial plan, and 

physical parameters for land capability and functional zoning. The transition 

matrix identified 2,275 ha (27.28%) of changed land and 6,064 ha (72.72%) 

of unchanged land. Spatial conformity included 7,424.72 ha of conforming 

land and 856.13 ha of nonconforming land. Land capability comprised 4,106 

ha (49.24%) of moderate, 633 ha (7.59%) of moderately high, and 3,600 ha 

(43.17%) of very high development capability. The settlement carrying-

capacity index exceeded one, but development remains constrained by 

protected, buffer, disaster-prone, productive agricultural, and spatially 

nonconforming areas. Seasonal-crop and settlement functions dominated 

4,290 ha (51.44%) of the study area. 

 
Abstrak. Penelitian ini menganalisis perubahan fungsi lahan, kesesuaian 

ruang, kemampuan lahan, daya dukung permukiman, dan arahan pemanfaatan 

lahan di Kawasan Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. Data primer dan 

sekunder dikumpulkan melalui observasi lapangan, survei institusional, dan 

studi literatur. Analisis berbasis sistem informasi geografis dilakukan dengan 

menumpangsusunkan penggunaan lahan tahun 2013 dan 2023, penggunaan 

lahan eksisting dengan rencana tata ruang wilayah, serta parameter fisik untuk 

menentukan kemampuan dan arahan fungsi lahan. Penjumlahan matriks 

transisi menunjukkan perubahan seluas 2.275 ha (27,28%) dan lahan tidak 

berubah 6.064 ha (72,72%). Kesesuaian ruang mencakup 7.424,72 ha lahan 

sesuai dan 856,13 ha tidak sesuai. Kemampuan pengembangan terdiri atas 

kelas sedang 4.106 ha (49,24%), agak tinggi 633 ha (7,59%), dan sangat tinggi 

3.600 ha (43,17%). Indeks daya dukung permukiman lebih besar dari satu, 

tetapi pengembangan tetap dibatasi oleh kawasan lindung, penyangga, rawan 

bencana, lahan pertanian produktif, dan ketidaksesuaian tata ruang. Arahan 

kawasan tanaman semusim dan permukiman mendominasi 4.290 ha (51,44%). 
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1. PENDAHULUAN 

Perubahan penggunaan lahan di kawasan pesisir dan pelabuhan merupakan konsekuensi spasial dari 

pertumbuhan aktivitas transportasi, industri, logistik, permukiman, dan pelayanan perkotaan. Pembangunan 

pelabuhan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi, tetapi pada saat yang sama memperbesar 

tekanan konversi lahan serta konflik antara fungsi budidaya dan fungsi perlindungan. Studi di sekitar Pelabuhan 

Bitung menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pelabuhan dan 

perkotaan (Bulamei et al., 2015), sedangkan pemantauan kawasan Pelabuhan Mongla memperlihatkan pentingnya 

citra multitemporal untuk membaca transformasi kawasan dan konsekuensinya bagi pengelolaan berkelanjutan 

(Fayshal et al., 2024). Kajian pada beberapa wilayah pelabuhan juga menegaskan bahwa perubahan tutupan lahan, 

pertumbuhan penduduk, jaringan jalan, dan dinamika pesisir perlu dianalisis secara terpadu karena pengaruhnya 

tidak terbatas pada tapak pelabuhan (Madhumitha et al., 2024). 
Dalam sistem penataan ruang, perubahan lahan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya konversi, 

tetapi juga menurut kesesuaiannya dengan rencana pola ruang, kemampuan fisik lahan, dan daya dukung 

lingkungan. Kesesuaian lahan menunjukkan kecocokan suatu ruang untuk fungsi tertentu dengan 

mempertimbangkan batas ekologis, risiko, serta kebutuhan pembangunan (Li et al., 2021). Analisis kemampuan 

dan daya dukung lahan menjadi penting karena lahan yang secara kuantitatif masih tersedia belum tentu layak 

dikembangkan apabila berada pada kawasan lindung, penyangga, rawan bencana, atau bertentangan dengan 

rencana tata ruang. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

21 Tahun 2021 yang menempatkan pemanfaatan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi ruang sebagai satu 

rangkaian penyelenggaraan penataan ruang. 
Pelabuhan Garongkong berada di pesisir barat Kabupaten Barru dan menjadi simpul transportasi laut yang 

melayani pergerakan kapal serta bongkar muat barang. Pelabuhan dibangun pada tahun 2008 dan mulai 

dioperasikan pada tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011–2031, kawasan ini ditempatkan dalam arah pengembangan 

kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pelabuhan terpadu. Posisi tersebut meningkatkan nilai strategis 

wilayah sekitar, tetapi juga berpotensi mendorong ekspansi permukiman, industri, perkantoran, dan infrastruktur 

ke lahan pertanian, tambak, perkebunan, maupun hutan. Oleh karena itu, perubahan spasial di sekitar pelabuhan 

harus dibaca sebagai proses transformasi kawasan yang memerlukan pengendalian berbasis bukti. 
Kajian sebelumnya umumnya menelaah perubahan penggunaan lahan, keselarasan dengan rencana tata 

ruang, atau daya dukung secara terpisah. Dani et al. (2017) menunjukkan bahwa evaluasi penggunaan lahan 

terhadap rencana tata ruang dapat menjadi dasar penentuan arahan pengendalian, sedangkan Sari et al. (2021) dan 

Nurfatimah (2023) menekankan peran daya dukung serta daya tampung dalam pengembangan permukiman. 

Namun, kajian yang mengintegrasikan perubahan penggunaan lahan multitemporal, kesesuaian terhadap rencana 

tata ruang, sembilan satuan kemampuan lahan, daya dukung permukiman, dan arahan fungsi kawasan pada area 

pelabuhan skala lokal masih terbatas. Kesenjangan ini penting karena tekanan pembangunan pelabuhan dapat 

menghasilkan pola konversi yang berbeda dari kawasan perkotaan biasa. 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi perubahan fungsi lahan tahun 2013–2023; (2) mengevaluasi 

kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru; (3) menilai 

kemampuan serta daya dukung permukiman; dan (4) merumuskan arahan pemanfaatan lahan di Kawasan 

Pelabuhan Garongkong. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi empat lapis evaluasi spasial tersebut untuk 

membedakan lahan yang secara fisik mampu dikembangkan, lahan yang sesuai kebijakan, dan lahan yang harus 

dibatasi atau dilindungi. 

2. METODE 

2.1. Lokasi dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada kawasan sekitar Pelabuhan Garongkong di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, 

Sulawesi Selatan, dengan luas 8.339 ha. Wilayah studi meliputi Desa Siawung serta Kelurahan Mangempang, 

Sepe’e, Tuwung, Coppo, dan Sumpang Binangae. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-kuantitatif dan spasial. 

Sistem Informasi Geografis digunakan untuk mengintegrasikan data multitemporal, kondisi fisik, kependudukan, 

serta kebijakan pola ruang. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian di kawasan Pelabuhan Garongkong 

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia dan Peta Dasar RTRW Kabupaten Barru 2011–2031 

2.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui observasi kondisi penggunaan lahan dan pemeriksaan lapangan pada lokasi 

yang mengalami perubahan atau ketidaksesuaian. Data sekunder dihimpun melalui survei institusional dan studi 

literatur, meliputi peta penggunaan lahan tahun 2013 dan 2023, peta pola ruang RTRW, peta topografi dan 

kemiringan lereng, geologi atau jenis tanah, curah hujan, kerawanan bencana, batas administrasi, serta data 

penduduk tahun 2024. Peta penggunaan lahan disusun dari interpretasi citra resolusi tinggi dan diselaraskan ke 

dalam kelas yang sama agar dapat dibandingkan antartahun. Dokumen sumber belum mencantumkan nama sensor, 

tanggal perekaman, resolusi spasial, serta nilai uji akurasi klasifikasi; informasi tersebut perlu dilengkapi oleh 

penulis sebelum naskah diajukan agar analisis dapat direplikasi.  

Tabel 1. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data Tahun/Sumber Kegunaan Analisis 

Penggunaan lahan 2013 dan 2023 Matriks perubahan fungsi lahan 

Pola ruang RTRW 
Perda Kabupaten Barru No. 4 

Tahun 2012 
Kesesuaian pemanfaatan ruang 

Topografi, lereng, geologi/jenis 

tanah, curah hujan, bencana 
Data tematik instansi Satuan kemampuan lahan 

Batas administrasi dan RBI 
Badan Informasi 

Geospasial/instansi daerah 
Delimitasi dan basis pemetaan 

Penduduk Tahun 2024 Daya dukung dan daya tampung permukiman 

Observasi lapangan Tahun 2024 Pemeriksaan kondisi eksisting dan verifikasi spasial 

Sumber: Kompilasi data penelitian, 2024 
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2.3.  Teknik Analisis Data 

Perubahan fungsi lahan dianalisis melalui overlay peta penggunaan lahan tahun 2013 dan 2023. Setiap 

perpotongan kelas awal dan kelas akhir dihitung luasnya untuk membentuk matriks transisi. Luas perubahan 

dihitung sebagai jumlah seluruh unit yang memiliki kelas penggunaan lahan berbeda, sedangkan luas tidak berubah 

merupakan unit dengan kelas yang sama pada kedua tahun. 
LCᵢⱼ = Area (U₂₀₁₃ = i ∩ U₂₀₂₃ = j)             (1) 

Kesesuaian ruang diperoleh dengan menumpangsusunkan penggunaan lahan tahun 2023 dengan pola ruang 

RTRW. Unit spasial diberi kategori sesuai apabila fungsi eksisting sejalan dengan peruntukan pola ruang dan tidak 

sesuai apabila terdapat konflik fungsi. Selisih luas antara jumlah hasil tabulasi dan luas wilayah dicatat sebagai 

geometri atau atribut yang belum terklasifikasi dan harus direkonsiliasi pada basis data akhir. Pemanfaatan overlay 

berbasis sistem informasi geografis memungkinkan berbagai lapisan keputusan spasial dianalisis secara terpadu 

(Partigöç, 2018). 
Kemampuan lahan dianalisis mengikuti kerangka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

20/PRT/M/2007. Sembilan satuan kemampuan lahan yang digunakan terdiri atas morfologi, kemudahan 

dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, ketahanan terhadap erosi, 

pembuangan limbah, dan kerawanan bencana. Setiap unit diberi nilai kelas dan bobot sesuai pedoman, kemudian 

dijumlahkan dengan persamaan berikut. 
SKLtotal = Σ (Nilai kelasᵢ × Bobotᵢ)             (2) 

Skor total dikelompokkan menjadi kemampuan pengembangan sedang (71–92), agak tinggi (93–114), dan 

sangat tinggi (115–136). Arahan fungsi kawasan diperoleh melalui skoring dan overlay kemiringan lereng, jenis 

tanah, serta curah hujan menjadi kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan, serta tanaman semusim 

dan permukiman. 
Daya dukung permukiman dihitung dengan membandingkan luas lahan potensial untuk permukiman 

terhadap kebutuhan ruang penduduk. Luas efektif permukiman ditetapkan sebesar 60% dari luas wilayah potensial, 

sedangkan kebutuhan ruang minimum menggunakan koefisien 26 m² per jiwa berdasarkan SNI 03-1733-2004. 

Rumus yang digunakan adalah: 
DDPm = LPm / (JP × α)              (3) 

dengan DDPm sebagai indeks daya dukung permukiman, LPm sebagai luas lahan potensial permukiman 

dalam meter persegi, JP sebagai jumlah penduduk, dan α sebesar 26 m² per jiwa. Nilai DDPm lebih besar dari satu 

menunjukkan ketersediaan ruang secara teoritis, tetapi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai izin pembangunan 

karena tetap harus dikurangi kawasan lindung, penyangga, rawan bencana, lahan produktif, dan ruang yang tidak 

sesuai RTRW. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Kawasan Pelabuhan Garongkong 

Wilayah penelitian berada di pusat Kabupaten Barru dan terhubung langsung dengan Selat Makassar. Selain 

berfungsi sebagai simpul pelayanan pemerintahan dan permukiman, kawasan ini dipengaruhi aktivitas Pelabuhan 

Garongkong, jaringan jalan, pelayanan industri, dan kegiatan ekonomi pesisir. Struktur ruang tersebut menciptakan 

gradien perkembangan dari pesisir dan koridor utama menuju bagian timur yang masih didominasi hutan serta 

lahan pertanian. Pola ini penting karena aksesibilitas pelabuhan dan jalan dapat meningkatkan peluang konversi 

lahan, sebagaimana ditemukan pada kawasan pesisir dan pelabuhan lain yang mengalami intensifikasi lahan 

terbangun di sekitar simpul transportasi (El Adnani et al., 2019; Fayshal et al., 2024). 

3.2. Perubahan Fungsi Lahan Tahun 2013–2023 

Penjumlahan ulang seluruh baris pada matriks transisi penggunaan lahan menghasilkan luas berubah sebesar 

2.275 ha dan tidak berubah 6.064 ha. Dengan luas wilayah 8.339 ha, perubahan mencakup 27,28% dan lahan tidak 

berubah 72,72%. Angka ini digunakan untuk menggantikan ringkasan awal 2.331 ha dan 6.008 ha karena nilai 

tersebut tidak sama dengan jumlah kategori pada matriks transisi. Koreksi ini sekaligus memperbaiki persentase 

yang pada naskah awal tertukar. 
Tabel 2. Ringkasan perubahan fungsi lahan tahun 2013–2023 

Status perubahan Luas (ha) Persentase (%) 

Berubah 2.275 27,28 

Tidak berubah 6.064 72,72 

Total 8.339 100,00 

Sumber: Penjumlahan ulang matriks transisi hasil analisis, 2024 
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Perubahan terbesar pada matriks terjadi dari lahan pertanian menjadi perkantoran (520 ha), tambak menjadi 

mangrove (365 ha), hutan menjadi industri (302 ha), lahan pertanian menjadi permukiman (230 ha), hutan menjadi 

lahan pertanian (207 ha), dan perkebunan menjadi permukiman (152 ha). Konversi menuju perkantoran, industri, 

dan permukiman mengindikasikan transformasi dari lanskap produksi primer ke fungsi terbangun dan pelayanan. 

Meskipun kedekatan dengan pelabuhan memberi penjelasan spasial yang masuk akal, penelitian ini belum menguji 

hubungan kausal langsung antara aktivitas pelabuhan dan setiap perubahan. Karena itu, temuan lebih tepat dibaca 

sebagai asosiasi spasial yang perlu dikonfirmasi dengan data izin, harga tanah, jaringan jalan, dan investasi. 

 
Gambar 2. Perbandingan penggunaan lahan tahun 2013 (kiri) dan 2023 (kanan) 

Sumber: Hasil analisis spasial, 2024 

Perubahan tersebut selaras dengan temuan Bulamei et al. (2015) bahwa perkembangan pelabuhan diikuti 

peningkatan fungsi terbangun di wilayah sekitarnya. Burhan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa perubahan 

kawasan pesisir perkotaan dapat mengurangi keberlanjutan ketika ekspansi permukiman tidak diarahkan 

berdasarkan daya dukung dan perlindungan ekosistem. Oleh sebab itu, perubahan 27,28% dalam satu dekade 

merupakan sinyal penting bagi pemantauan berkala, terutama pada zona peralihan hutan, pertanian, tambak, dan 

perkebunan. 

3.3. Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRW 

Hasil overlay menunjukkan luas sesuai RTRW sebesar 7.424,72 ha dan tidak sesuai 856,13 ha. Jika 

dibandingkan dengan luas wilayah 8.339 ha, masing-masing setara 89,04% dan 10,27%. Jumlah keduanya adalah 

8.280,85 ha, sehingga terdapat selisih 58,15 ha atau 0,70% yang belum terjelaskan dalam tabulasi sumber. Selisih 

ini perlu diperiksa melalui perbaikan topologi, penyamaan proyeksi, penghapusan sliver polygon, dan rekonsiliasi 

atribut sebelum publikasi final. 
Tabel 3. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW 

Kategori Luas (ha) Persentase terhadap wilayah 

(%) 
Keterangan 

Sesuai 7.424,72 89,04 Fungsi eksisting sejalan dengan pola 

ruang 

Tidak sesuai 856,13 10,27 Memerlukan pengendalian dan evaluasi 

Selisih tabulasi 58,15 0,70 Perlu rekonsiliasi geometri/atribut 

Total wilayah 8.339,00 100,00 - 
Sumber: Hasil analisis dan verifikasi aritmetika, 2024 
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Ketidaksesuaian terutama muncul pada peruntukan industri yang pada kondisi eksisting masih berupa hutan 

atau perkebunan, serta pada kawasan hutan lindung yang telah ditempati industri, semak belukar, perkebunan, atau 

permukiman. Konflik juga ditemukan pada peruntukan permukiman yang masih berupa pertanian dan pada 

peruntukan perkebunan yang kondisi eksistingnya berupa hutan atau permukiman. Pola ini menunjukkan dua tipe 

persoalan. Pertama, rencana ruang belum sepenuhnya diwujudkan. Kedua, sebagian perubahan eksisting telah 

masuk ke fungsi yang seharusnya dibatasi. Pengendalian tidak dapat hanya berorientasi pada legalisasi kondisi 

eksisting, melainkan harus menilai fungsi ekologis dan produktivitas lahan. 
Dalam kerangka PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021, area tidak sesuai 

perlu ditindaklanjuti melalui penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemantauan 

perwujudan rencana, serta penerapan instrumen pengendalian. Dani et al. (2017) dan Turnip et al. (2022) 

menegaskan bahwa hasil overlay kesesuaian dapat digunakan untuk memprioritaskan pengawasan, penertiban, 

insentif, dan disinsentif pada lokasi konflik ruang. 

3.4. Kemampuan Pengembangan Lahan 

Sembilan analisis satuan kemampuan lahan menunjukkan variasi kondisi fisik kawasan. Kemudahan 

dikerjakan didominasi kelas tinggi, ketersediaan air didominasi kelas sedang, sedangkan kemampuan pembuangan 

limbah berada pada kelas kurang hingga rendah. Kondisi bencana alam seluruh wilayah diklasifikasikan sedang 

pada data sumber. Setelah seluruh satuan diberi skor dan bobot, kemampuan pengembangan terdiri atas kelas 

sedang, agak tinggi, dan sangat tinggi. 
Tabel 4. Klasifikasi kemampuan pengembangan lahan yang telah dikoreksi 

Skor Kelas Kemampuan pengembangan Luas (ha) Persentase (%) 

71–92 C Sedang 4.106 49,24 

93–114 D Agak tinggi 633 7,59 

115–136 E Sangat tinggi 3.600 43,17 

- - Total 8.339 100,00 
Sumber: Hasil analisis; persentase dihitung ulang, 2024 

Perhitungan ulang memperbaiki kesalahan naskah awal yang mencantumkan kelas D seluas 633 ha sebagai 

50%. Nilai yang benar adalah 7,59%, sedangkan kelas E seluas 3.600 ha setara 43,17%. Secara keseluruhan, 

50,76% kawasan berada pada kemampuan agak tinggi hingga sangat tinggi. Namun, kemampuan fisik tidak identik 

dengan kesesuaian pemanfaatan. Li et al. (2021) menekankan bahwa evaluasi kesesuaian untuk infrastruktur harus 

menggabungkan daya dukung sumber daya, kebutuhan pembangunan, dan zona pembatas ekologis. Zarlin et al. 

(2022) juga menunjukkan bahwa arahan pengembangan permukiman perlu diturunkan dari kelas kemampuan 

lahan, bukan hanya dari ketersediaan ruang. Dengan demikian, kawasan berkemampuan tinggi yang berada pada 

hutan lindung atau penyangga tetap tidak dapat diarahkan sebagai lahan terbangun. 

3.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman 

Pada tingkat agregat, luas wilayah potensial yang digunakan dalam perhitungan adalah 4.238,18 ha. Setelah 

diterapkan proporsi efektif 60%, luas potensial permukiman menjadi 2.542,91 ha atau 25.429.080 m². Dengan 

jumlah penduduk 35.446 jiwa dan kebutuhan ruang 26 m² per jiwa, nilai DDPm adalah 27,58. Nilai tersebut lebih 

besar dari satu dan menunjukkan bahwa secara teoritis luas potensial masih mencukupi kebutuhan ruang penduduk 

saat ini. 
Tabel 5. Perhitungan agregat daya dukung permukiman 

Komponen Nilai 

Luas wilayah potensial (LWP) 4.238,18 ha 

Luas potensial efektif (60% × LWP) 2.542,91 ha / 25.429.080 m² 

Jumlah penduduk 35.446 jiwa 

Kebutuhan ruang minimum (α) 26 m²/jiwa 

DDPm 27,58 (>1) 

Sumber: Perhitungan ulang berdasarkan data penelitian, 2024 

Tabel rinci per desa pada naskah awal tidak digunakan dalam artikel revisi karena beberapa nilai DDPm tidak 

dapat direproduksi dari luas dan jumlah penduduk yang tercantum. Penggunaan hasil agregat yang dapat dihitung 

ulang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun DDPm tinggi, hasil ini tidak berarti seluruh ruang dapat 

dibangun. Daya dukung harus dibaca bersama kemampuan lahan, kawasan lindung dan penyangga, risiko bencana, 

kesesuaian RTRW, serta ketersediaan air dan layanan sanitasi. Lamonda et al. (2019) menunjukkan bahwa daya 
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dukung akan menurun ketika pertumbuhan penduduk dan lahan terbangun tidak dikendalikan, sedangkan Miswar 

et al. (2023) menekankan pentingnya keterkaitan ekologis dalam penerapan hasil daya dukung pada rencana ruang. 

3.6. Arahan Pemanfaatan Lahan dan Implikasi Pengendalian 

Overlay kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan menghasilkan empat arahan fungsi kawasan. 

Kawasan tanaman semusim dan permukiman merupakan fungsi terluas, diikuti budidaya tanaman tahunan, 

kawasan lindung, dan kawasan penyangga. Jumlah luas seluruh kelas sama dengan luas wilayah studi sehingga 

hasil ini lebih konsisten secara aritmetika dibandingkan beberapa tabulasi lain dalam naskah awal. 
Tabel 6. Arahan fungsi pemanfaatan lahan 

Arahan fungsi kawasan Luas (ha) Persentase (%) Implikasi 

Tanaman semusim dan permukiman 4.290 51,44 
Prioritas pengembangan terkontrol sesuai 

RTRW dan prasarana 

Budidaya tanaman tahunan 1.707 20,47 
Pertahankan fungsi produksi; batasi 

konversi permanen 

Kawasan lindung 1.456 17,46 
Perlindungan ketat dan pemulihan fungsi 

ekologis 

Kawasan penyangga 886 10,62 
Pembatasan intensitas dan pengendalian 

transisi fungsi 

Total 8.339 100,00 - 

Sumber: Hasil analisis dan perhitungan ulang, 2024 

Analisis integratif terhadap pola ruang, kondisi eksisting, dan arahan pemanfaatan menunjukkan 6.327 ha 

atau 75,87% berada pada kategori sesuai, sedangkan 2.012 ha atau 24,13% memerlukan pengendalian atau 

peninjauan. Area yang perlu perhatian mencakup peruntukan pertambangan pada zona penyangga atau lindung, 

perkebunan pada kawasan lindung, peternakan besar yang berdekatan dengan permukiman, permukiman pada 

lahan pertanian produktif, dan penggunaan budidaya pada hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 

menegaskan bahwa penggunaan tanah pada kawasan lindung dan budidaya harus sesuai fungsi kawasan dan tidak 

mengganggu fungsi alam. 
Arahan pengendalian dapat dibedakan menjadi empat. Pertama, perlindungan kawasan lindung dan 

penyangga melalui larangan perluasan terbangun, rehabilitasi, dan pemeriksaan izin. Kedua, pengamanan lahan 

pertanian produktif serta budidaya tahunan melalui insentif mempertahankan fungsi dan pembatasan konversi. 

Ketiga, konsentrasi pengembangan permukiman dan kegiatan pelayanan pada zona tanaman semusim–

permukiman yang telah sesuai RTRW, berkemampuan lahan memadai, dan terlayani infrastruktur. Keempat, audit 

spasial pada 856,13 ha ketidaksesuaian untuk menentukan pemulihan fungsi, penertiban, atau penyesuaian rencana 

berdasarkan bukti ekologis dan kebutuhan pembangunan. Pendekatan ini lebih aman daripada menggunakan nilai 

DDPm sebagai satu-satunya dasar ekspansi. 

3.7. Sintesis Temuan, Kebaruan, dan Keterbatasan 

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa Kawasan Pelabuhan Garongkong masih memiliki 

kemampuan fisik dan daya dukung permukiman yang relatif besar, tetapi pada saat yang sama telah mengalami 

perubahan fungsi lahan 27,28% dalam sepuluh tahun dan memiliki konflik pemanfaatan ruang. Integrasi 

perubahan lahan, kesesuaian RTRW, kemampuan lahan, DDPm, dan arahan fungsi menghasilkan pembacaan yang 

lebih kritis: ketersediaan lahan tidak boleh disamakan dengan kebebasan untuk membangun. Hasil ini memperluas 

kajian pelabuhan yang biasanya berfokus pada perubahan tutupan lahan dengan menambahkan dimensi 

pengendalian tata ruang dan kapasitas lingkungan. 
Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, informasi sensor, tanggal perekaman, resolusi citra, 

jumlah titik validasi, overall accuracy, dan koefisien kappa belum tersedia dalam dokumen sumber. Kedua, 

terdapat selisih pada beberapa tabel agregat dan rinci; artikel revisi menggunakan angka yang dapat dijumlahkan 

ulang atau secara eksplisit mencatat selisihnya. Ketiga, pengaruh pelabuhan terhadap konversi lahan belum diuji 

secara kausal. Penelitian lanjutan perlu menggunakan citra dengan metadata lengkap, uji akurasi, analisis jarak 

terhadap pelabuhan dan jaringan jalan, serta model regresi spasial untuk membedakan pengaruh pelabuhan dari 

pertumbuhan penduduk dan kebijakan wilayah. 

4. KESIMPULAN 

Perubahan penggunaan lahan di Kawasan Pelabuhan Garongkong selama 2013–2023 mencapai 2.275 ha atau 

27,28%, sedangkan 6.064 ha atau 72,72% tidak berubah berdasarkan penjumlahan matriks transisi. Transformasi 

penting terjadi dari pertanian, hutan, tambak, dan perkebunan menuju perkantoran, industri, serta permukiman. 

Evaluasi terhadap RTRW mencatat 7.424,72 ha sesuai dan 856,13 ha tidak sesuai, dengan selisih tabulasi 58,15 
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ha yang perlu direkonsiliasi. Kemampuan pengembangan didominasi kelas sedang 4.106 ha (49,24%) dan sangat 

tinggi 3.600 ha (43,17%), sedangkan kelas agak tinggi mencakup 633 ha (7,59%). Nilai DDPm agregat sebesar 

27,58 menunjukkan kapasitas ruang permukiman secara teoritis, tetapi bukan dasar untuk mengembangkan seluruh 

lahan. Arahan fungsi kawasan didominasi tanaman semusim dan permukiman 4.290 ha, budidaya tahunan 1.707 

ha, kawasan lindung 1.456 ha, dan penyangga 886 ha. 
Pengembangan kawasan pelabuhan perlu diarahkan pada zona yang sekaligus sesuai RTRW, memiliki 

kemampuan lahan memadai, berada di luar kawasan lindung, penyangga, dan rawan bencana, serta telah didukung 

prasarana. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan audit terhadap area tidak sesuai, melindungi lahan pertanian 

produktif dan hutan, mengendalikan perluasan industri dan permukiman, serta melakukan pemantauan perubahan 

lahan secara berkala. Sebelum publikasi final, metadata citra, metode klasifikasi, uji akurasi, bobot rinci SKL, 

serta perbaikan topologi dan tabulasi perlu dilengkapi agar hasil penelitian sepenuhnya replikatif dan konsisten. 
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